
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai

ancaman atau saksi berupa pidana yang dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat

dipertanggungjawabkan (Moeljono, 1983 : 57). Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah

percobaan melakukan tindak pidana (poging). Seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga

(KdRT), kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri

yang menyebabkan kematian

Warga Negara Indonesia pada prinsipnya berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala

bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Negara Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945,

maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga juga harus mendapatkan perlakuan yang baik

antara hubungan keluarga khususnya suami dan istri.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dikatakan demikian ,

karena beberapa instrumen  internasional di bidang HAM, seperti Declaration of Human Right

(UDHR), Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment (CAT) dengan tegas menyatakan, bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik

maupun mental adalah dilarang dan bertentangan dengan HAM.



Salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi KdRT adalah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga.

Adapun alasan pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan  KdRT sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi KdRT, karena Pemerintah

Indonesia beranggapan, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya KdRT adalah sistem hukum

Indonesia yang ada belum menjamin perlindungan terhadap KdRT. Dengan disahkan UU Nomor

23 Tahun 2004 tentang penghapusan KdRT, maka segala bentuk KdRT akan dapat diproses

secara hukum sebagai tindak pidana.

Ketentuan KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Bab XX tentang

Penganiayaan, dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan KDRT, diketahui bahwa, kecuali tindak pidana yang ditentukan

dalam Pasal 45 dan Pasal 49 KUHP, semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah ditentukan sebagai tindak pidana

dalam KUHP.

Selama ini banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di daerah Gunung

Sugih Lampung Tengah, sehingga proses pada semua tingkat peradilan pada umumnya

dikategorikan kepada unsur penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai keterbatasan unsur yang dilakukan oleh kejahatan

dalam lingkup rumah tangga.



Seperti contoh kasus dalam perbuatan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT)

penulis berminat melakukan penelitian kasus ini dalam pembuatan skripsi contoh kasus, seorang

suami yang bertempat tinggal didaerah Lampung Tengah  tega melakukan perbuatan tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap istrinya (Eka) sehingga korban eka meninggal

dunia dikarenakan hanya persoalan sepele tetapi terdakwa (Arif) tega menghabisi istrinya dengan

cara membenturkan kepala korban Eka kedinding kamar mandi dan membunuh korban dengan

menusukkan sebuah golok keperut korban Eka berkali-kali hingga korban Eka tidak berdaya dan

korban pun tidak dapat diselamatkan sehingga korban Eka pun meninggal dunia.

Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat

hubungan yang erat. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik

dalam lingkup rumah tangga, secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan

dengan maksud untuk mengahabisi nyawa korban dikarenakan dendam, sehingga menyalahi

ketentuan dalam berkehidupan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, mupun kekerasan

seksual, dikategorikan dalam tindak pidana aduan, sebagaimana dapat diketahui dari ketentuan

Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53. Delik aduan atau tindak pidana aduan (klach delict), artinya

tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan setelah ada pengaduan oleh pihak yang

berhak, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalam kasus ini memiliki perbedaan konsep yang terjadi antara KUHP dan Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (UU KDRT) ini yaitu tindakan

yang dilakukanya telah diatur dalam peraturan yang lebih khusus, yakni UU No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 63



ayat (2) KUHP, apabila ada ketentuan pidana khusus maka ketentuan pidana khusus itu sajalah

yang digunakan dalam penjatuhan pidana dalam kasus ini. Dalam hal ini, penulis  menilai bahwa

UU KDRT merupakan Lex Specialis dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin kesamaan hak warga negara di

dalam hukum dan menurut Pasal 356 ayat (1) telah membedakan hukum bagi tindak pidana

penganiayaan terhadap orang lain dengan penganiayaan terhadap keluarga sendiri.

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah

dilakukan yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si

pembuat dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat dinilai, menentukan kehendakanya,

tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor 372/ Pid B/2010/

PN/GS yang berkekuatan hukum yang tetap, untuk adanya pertanggungjawaban, ini harus

dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindaka pidana kekerasan fisik dalam lingkup

rumah tangga yang menyebabkan kematian istri oleh suami diselesaikan melalui pembuktian

dalam hukum acara pada sistem peradilan pidana (criminal justice syistem). Setelah melakukan

penelitian  lebih lanjut oleh aparat yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan rekonstruksi

ulang kejadian, dapat lah dibuktikan bahwa alasan tersangka tidaklah dibuat-buat dan benar apa

adanya.

Berdasarkan putusan hakim maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana” melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 huruf a, yang mengakibatkan matinya korban. Sehingga



hakim memutuskan menghukum terdakwa atas kesalahan tersebut dengan pidana penjara

selama 15 ( lima belas ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Berdasarkan hal ini Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhan pidana terhadap

pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, meskipun hakim dalam

pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi dan

dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang pokok-

pokok kekuasan kehakiman, Hakim mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk menjatuhkan

putusanya. Hakim dalam melaksanakan putusanya tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak

terkait oleh lembaga manapun, Hal ini berarti kekuasaan hakim tersebut bebas dan merdeka.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim

mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum dan pidana yang

diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Berarti  masalah pemidanaan

sepenuhnya kekuasaan dari hakim (Sudarto, 1986 : 78).

Keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia akan tetapi keyakinan

yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Apabila didalam persidangan

(pemeriksaan perkara), hakim tidak mendapatkan kan dua alat bukti maka hakim belum bisa

menjatuhkan pidana atas diri terdakwa. Sebaliknya jika hakim telah mendapat minimal dua alat

bukti dan juga di sertai dengan keyakinan yang kuat maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Hal

ini sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”.



Berdasarkan Naskah Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 terdapat ketentuan tentang tujuan

pemidanaan dalam Pasal 51 ayat (1) yaitu :

1. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman

masyarakat

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikanya orang

yang baik dan berguna.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ayat (2) menyatakan “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

Rancangan KUHP Baru Tahun 1999/2000 yang mengatur tentang pedoman pemidanaan

membuat beberapa macam pedoman :

1. Ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim

mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

2. Ada pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus untuk memberikan pengarahan pada

hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;

3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang

digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pemidanaan yang bersifat umum dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Pasal 52

tahun 1999/2000 sebagi berikut :

Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan :
Ke-1     kesalahan pembuat;



Ke-2     motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;
Ke-3     cara melakukan tindak pidana;
Ke-4     sikap batin pembuat;
Ke-5     riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
Ke-6     sikap dan tindakan pembuat sudah melakukan tindak pidana;
Ke-7     pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
Ke-8     pandangan masyarakat  terhadap tindak pidana yang dilakukan;
Ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
Ke-10   apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Kekerasan secara fisik adalah menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat maupun ringan

baik menggunakan alat bantu maupun dengan tangan kosong.

Kekerasan secara psikis adalah perbuatan yang menimbulkan rasa shock, trauma, rasa takut,

hilangnya percaya diri, hilanghnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya atau menderita

krisis berat kepada seseorang.

Kekerasan secara seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah

tangga akibat hubungan ikatan perkawian baik secara vertical maupun horisonal.

Pelantaran rumah tangga, meninggalkan rumah tangga berturut-turut selama 6 (enam) bulan

tidak memberikan nafkah lahir batin, poligami tanpa izin istri, tidak bertanggung jawab sehingga

mengakibatkan rumah tangganya terlantar.

Kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Sering kali

menimbulkan problema yang sangat rumit dalam membina rumah tangga sesuai dengan tujuan

perkawinan sebagai dasar atau landasan terjadinya suatu perkawinan yang abadi dan merupakan

rumusan arti dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 (Pasal 1 ayat (1)) tentang perkawinan yang menyatakan: “perkawinan adalah sebuah

ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.



Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana perkara tindak

pidana didasarkan pada:

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Alat bukti.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

4. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.

Berdasarkan  pertimbangan hakim atas kasus diatas maka hakim menjatuhkan pidana

maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian,

sehingga hukuman itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perlu dipertimbangkan

bahwa berat ringanya yang dijatuhkan oleh hakim pada hakikatnya adalah sebagi upaya

perbaikan bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah

Tangga (KdRT) yang menimbulkan kematian tersebut tidak mengulangi perbuatanya. Hal ini

akan tercapai apabila itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh

pelaku tindak pidana, baik ditinjau dari sudut pelaku maupun ditinjau dari sudut masyarakat

yang mewakili kepentingan korban.

Sehubungan dengan permaslalahan kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti Putusan

Pengadilan No.372/PID.B/2010/PN.GS. tentang perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga (penganiayaan) yang berkaitan dengan Pasal 352 (1) KUHP, yang mengakibatkan

meninggalnya istri oleh suami yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang saya beri judul

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan

Kematian Istri oleh Suami”.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini

adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan  yang

menyebabkan kematian istri oleh suami pada Putusan No. 372/ Pid B/2010/PN/GS.

b. Apakah yang menjadi dasar  pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami

Pada Putusan No. 372/ Pid B/2010/PN/GS.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi materi

apa yang menjadi pertanggungjawaban terhadap terdakwa menurut putusan hakim dan dasar

pertimbangan  hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian istri oleh suami dan

proses penyelesaianya berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga  berdasarkan putusan

Pengadilan (Putusan No. 372/ Pid B/2010/PN/GS).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok bahasan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang

menyebabkan kematian istri oleh suami.

b. Mengetahui serta memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana

pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis

Penulis mendapatkan wawasan ilmu hukum pidana khususnya proses peradilan perkara

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kematian, dan mengetahui

dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami.

b. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk mermberikan sumbangan pemikiran pada

penegakan hukum khususnya serta mencari upaya/kebijakan hukum dalam menanggulangi

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam peradilan pidana agar tidak terjadi kembali.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstrak dari

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto,

1984 : 123).

Menurut skripsi ini teori yang akan digunakan dalam pembahasan adalah teori-teori yang

didasarkan atas pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang

menyebabkan kematian istri oleh suami dan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan

pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami.



Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatanya

tersebuat dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menujukan pandangan yang

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Andi Hamzah ( 1994 : 130 ) bahwa pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam

arti luas mempunyai tiga bidang yaitu :

a. Dapat dipertanggungjawabkan oleh sipembuat

b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan

dalam arti sempit (Culpa).

c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan

sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut ( Roeslan Saleh 1983:85) faktor-faktor yang menyebabkan orang mampu

bertanggungjawab adalah faktor akal dan kehendak. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan

anatara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak diperolehkan. Faktor kehendak yaitu

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang

tidak.

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana yang dilakukan dalam suatu

proses sistem peradilan pidana ( Criminal justice Syistem). Saksi pidana yang dijatuhkan

kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha

preventif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, pencegahan dan

penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan



antara sarana penal dan non penal karena lebih bersifat prefentif dan karena kebijakan penal

mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu harus didukung insfratruktur dan biaya yang tinggi.

Pertanggungjawaban pidana dalam skripsi ini merupakan sesuatu yang dibebankan kepada

seseorang atas perbuatan yang dilakukan yaitu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

sehinggga menimbulkan kematian dan pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya

sesuai dengan putusan hakim menurut ketentuan Undang-Undang.

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu :

(1) Hakim sebagi penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringanya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan

sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Berdasarkan pasal diatas dimungkinkan hakim memberikan interpretasi dari ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang. Mengenai apa dan bagaimana peranan yang dilakukan oleh hakim

sebagai penegak hukum secara asumtif telah sesuai dengan hak dan kewajiban serta wewenang

mereka sebagaimana telah ditentukan dalam hukum acara pidana, tetapi dilain pihak ada

kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu akan berkembang

sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam penyelenggaraan peradilan pidana sesuai

dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kedudukan hakim sebagai pelaksana keadilan ditunjang dari pengetahuan yang cukup tentang

pemidanaan terutama untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum



hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana berkenaan dengan penjatuhan pidana

(Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992 : 67) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang

erat antara tidak pidana yang dilakukan terdakwa dengan pribadi si terdakwa dalam

persidangan baik dari sifat perbuatan maupun kepribadian guna menjatuhkan pidana. Pendapat

tersebut didukung oleh Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arif ,1992 : 67) yang

mengemukakan dengan mengetahui kepribadian terdakwa maka akan memudahkan hakim

dalam menetapkan pidana setelah tertuduh terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan

kepadanya.

Berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa di nyatakan terbukti bersalah telah melakukan

perbuatan pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sehingga

hakim memutuskan hukuman atas kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 15 ( lima

belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Hal-hal yang menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana perkara tindak pidana didasarkan pada:

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Alat bukti.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

4. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang mengambarkan hubungan antara konsep-konsep

yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah

merumuskan dalam definisi-definisi terentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep

tertentu.



(Sanusi Husin, 199 : 9).

Berdasarkan kerangka konseptual ini maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban adalah suatu kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap suatu

tindak pidana (Sudarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 78).

b. Pidana adalah Penghukuman atau pemberian pidana terhadap orang yang melakukan suatu

tindak pidana (Heni Siswanto, Bahan Hukum Pidana, 2002 : 14).

c. Pelaku adalah “kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang

bertanggungjawab” (Moeljatno, 1987 : 56).

d. Tindak Pidana : Menurut Simons adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam

dengan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, perbuatan mana dilaksanakan oleh

orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan kepada si pembuatnya (Sitauhid

Kartanegara, 1985).

e. Penganiayaan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 sampai

dengan Pasal 358 KUHP, dan penganiayaan yang menimbulkan kematian diatur dalam Pasal

351 ayat (3) KUHP.

f. Suami adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan istri karena ada hubungan

perkawinan yang menetap dalam rumah tangga (Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang  Republik

Indonesia Nomor 23 tahun2004 ).



g. Istri adalah  orang yang mempunyai hubungan keeluarga dengan suami karena ada hubungan

perkawinan yang menetap dalam rumah tangga (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor 23 tahun2004 ).

E. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang. permasalahan dan Ruang Lingkup, tujuan Penelitian,

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar tentang pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan.

Dalam uraian Bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi

perbandingan antara teori yang berlaku dalam praktek. Bab ini menguraikan tentang

pemidanaan, tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) penganiayaan yang

dilakukan seorang suami terhadap istri sehingga menimbulkan kematian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah,

langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan populasi

dan sempel, pengumpulan dan pengelola data, serta analisis data.



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan

skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu ;

mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan

kematian istri oleh suami dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana pelaku

tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan

diambil berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.

Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam

pembenahan dan perbaikan.
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